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BAB II
TINJAUAN PUSTAKA

2.1 Konsep Merek dalam Hak Kekayaan Intelektual
Hak kekayaan intelektual disebut juga hak milik intelektual

(Intellectual Property), yang juga dikenal dengan istilah intellectual property
rights yang artinya adalah hak yang terkait dengan kekayaan yang ada atau
lahir karena kemampuan intelektual manusia berupa penemuan-penemuan di
bidang teknologi, ilmu pengetahuan, seni, dan sastra. Hak kebendaan yang
memberikan kenikmatan yang sempurna bagi pemiliknya dinamakan “hak
kepemilikan” yang diberbagai undang-undang negara dinamakan”property
right”.10 World Intellectual Property Organization atau disebut juga WIPO
adalah organisani internasional yang mengurus di bidang hak milik
intelektual dengan memakai istilah intelectual property yang mencakup
karya kesastraan, artis, kaset, penyiaran audio visual, penemuan segala
bidang usaha manusia, penemuan ilmiah, desain industri, merek dagang,
nama usaha, penentuan komersial, dan perlindungan terhadap persaingan
curang.

Menurut Catherine Colston memberikan definisi sebagai berikut:11

“Hak kekayaan intelektual adalah segala yang berkaitan dengan
hasil kreativitas manusia. Subjek masalah ini dibentuk dari ide
baru yang ditemukan oleh manusia. Ide baru bisa diaplikasikan
dalam berbagai bentuk sejauh pikiran manusia bisa
menghasilkannya. Aplikasinya pada kebutuhan manusia dan
keinginan manusia, bisa menjadi sesuatu yang berguna bagi
perkembangan kemanusiaan. Ide-ide baru tersebut bisa
berwujud dalam benda-benda seperti buku, musik, seni, atau
dalam bentuk mesin teknis, atau mesin proses, bisa juga
berbentuk suatu objek yang dipergunakan dalam rumah tangga
ataupun dalam kepentingan industri komersil, atau dalam
bentuk sumber informasi lainnya. Daftar ini tidak terbatas,
sebagaimana potensi yang dapat ditemukan sebagai wadah
ekspresi baru. Sekali penemuan tersebut diaplikasikan pada
kebutuhan manusia, nilai ide berkembang luas mulai dari yank
bersifat komersil dan industrial sehingga pada dunia sastra, seni,
dan desain, yang menyumbang pada perkembangan teknologi,
ekonomi, sosial, dan kebudayaan.”

10 Rahmi Jened, Op. Cit., h. 22
11 Ignatius Haryanto, Sesat Pikir Kekayaan Intelektual, KPG (Kepustakaan Populer

Gramedia), Jakarta, 2014, h.75-76
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Sementara itu menurut Colston, apa yang disebut sebagai hukum hak
kekayaan intelektual adalah:12

“Hukum yang melindungi perkembangan dan aplikasi ide-ide
baru yang membantu mewujudkan keuntungan yang dihasilkan
darinya. Hukum kekayaan intelektual adalah alat yang
digunakan untuk memberikan perlindungan ini. Hukum ini
terdiri dari sejumlah hak yang bisa diaplikasikan dalam banyak
dan beragaman bentuk di mana intelegensi manusia bisa
mengespresikannya. Gambaran paling umum yang terletak di
belakang hak kekayaan intelektual adalah bahwa pemilik hak
bisa mengehentikan orang lain mengambil hasil karya mereka.
Hal ini akan melindungi integritas, dan juga melindungi
eksploitasi dan mewakili hasil kreasi pemilik hak tersebut.”

Konsep harta kekayaan menurut hukum Indonesia, meliputi benda dan
hubungan hukum untuk memperoleh benda tersebut (perikatan). Harta
kekayaan adalah benda milik seseorang yang memiliki nilai ekonomi.13

Dalam Pasal 499 Kitab Undang-undang Hukum Perdata (yang selanjutnya
disebut KUHPer) menjelaskan barang adalah tiap benda dan tiap hak yang
dapat menjadi obyek. Sedangkan dalam Pasal 570 HUKPer menyatakan
pengertian hak milik adalah hak untuk menikmati suatu barang secara lebih
leluasa dan untuk berbuat terhadap barang itu secara bebas sepenuhnya,
asalkan tidak bertentangan dengan undang-undang atau peraturan umum
yang ditetapkan oleh kuasa yang berwenang dan asal tidak mengganggu hak-
hak orang lain; kesemuanya itu tidak mengurangi kemungkinan pencabutan
hak demi kepentingan umum dan penggantian kerugian yang pantas,
berdasarkan ketentuan-ketentuan perundang-undangan.

Berdasarkan ketentuan tersebut, maka hak atas barang milik hanya
berlaku bagi barang bergerak yang meliputi:
1. hak menguasai dengan bebas;
2. hak menikmati dengan sepenuhnya;
3. secara tidak bertentangan dengan undang-undang (yang diperluas tidak

bertentangan dengan hukum.14

Hak kekayaan intelektual (yang selanjutnya disebut HKI) adalah hak
yang berkenaan dengan kekayaan yang timbul karena kemampuan

12 Ignatius Haryanto, Op. Cit., h. 76
13 Rahmi Jened, Op. Cit., h. 23
14 Ibid
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intelektual manusia. Kemampuan tersebut dapat berupa karya di bidang
teknologi, ilmu pengetahuan, seni dan sastra.15

Hak kekayaan intelektual dibagi menjadi dua, yaitu hak kekayaan
industri dan hak cipta. Hak kekayaan industri, meliputi paten/paten
sederhana, merek, desain industri, desain tata letak sirkuit terpadu, rahasia
dagang, indikasi geografis.

Dalam penelitian ini akan membahas tentang merek, untuk itu perlu
dipahami tentang pengertian merek. Merek dalam Bahasa Inggris yaitu
trademark yang dalam Black’s Law Dictionary adalah A word, phrase, logo,
or other graphic symbol used by a manufacturer or seller to distinguish its
product or products from those of others. (Suatu kata, susunan kata, lambang
atau gambar yang digunakan oleh pabrik atau penjual untuk membedakan
produk mereka dengan produk lainnya.)

Menurut H.M.N Purwo Sutjipto, merek adalah suatu tanda, dengan
mana suatu benda tertentu dipribadikan, sehingga dapat dibedakan dengan
benda lain yang sejenis.16 Pendapat H.M.N Purwo Sutjipto lebih
menekankan pada suatu tanda tertentu yang dimonopoli dengan tujuan
membedakan suatu benda dengan benda lainnya yang sejenis.

Menurut Iur Soeryanti, suatu merek dipergunakan untuk membedakan
barang yang bersangkutan dari barang sejenis lainnya oleh karena itu, barang
yang bersangkutan dengandiberi merek tadi mempunyai; tanda asal, nama,
jaminan terhadap mutunya.17 Pendapat Iur Soeryanti lebih menekankan
bahwasannya merek yang diberi tanda asal dan nama suatu barang serta
dapat memberikan jaminan mutu terhadap barang tersebut digunakan
sebagai pembeda satu barang dengan barang lainnya.

Pengertian merek sebagaimana diatur dalam Pasal 15 Ayat (1) TRIPs
Agreement adalah sebagai berikut18:

“Any sign or any combination of signs, capable of
distinguishing, the goods of services of one undertaking from
those of other undertakings, shall be capable of constituting a
trademark.Suchs signs, in particular words including personal
names, letters, numerals, figurative elements and combinations
of colours as well as any combination of such signs, shall be
eligible for registration as trademark. Where signs are not

15 Muhammad Ahkam Subroto dan Suprapedi, Pengenalan HKI: Konsep Dasar
Kekayaan Intelektual untuk Penumbuhan Inovasi, Indeks, Jakarta, 2008, h. 14

16 H.M.N. Purwo Sutjipto, Pengertian Pokok-Pokok Hukum Dagang Indonesia,
Djambatan, Jakarta, 1984, h. 82

17 Suryatin, Hukum Dagang I dan II, Pradnya Paramita, Jakarta, 1980,  h.84
18 Rahmi Jened, Op. Cit., h. 162
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inherently capable of distinguishing the relevant goods or
services, members may make registrability depend on
distinctiveness acquired through use. Members may require, as
a condition of registration, that signs be visually perceptible.”
(Setiap tanda, atau kombinasi dari beberapa tanda, yang mampu
membedakan barang atau jasa satu dari yang lain, dapat
membentuk merek. Tanda-tanda tersebut, terutama yang berupa
kata-kata termasuk nama orang, huruf, angka, unsur figuratif
dan kombinasi dari beberapa warna, atau kombinasi warna-
warna tersebut, dapat didaftarkan sebagai merek. Dalam hal
suatu tanda tidak dapat membedakan secara jelas barang atau
jasa satu dengan yang lain, negara anggota dapat mendasarkan
keberadaan daya pembeda tanda-tanda tersebut melalui
penggunaannya, sebagai syarat bagi pendaftarannya. Negara
anggota dapat menetapkan persyaratan bahwa tanda-tanda
tersebut harus dapat dikenali secara visual sebagai syarat bagi
pendaftaran suatu merek).

Sedangkan pengertian merek menurut Pasal 1 Ayat (1) UU Merek dan
Indikasi Geogafis menyebutkan sebagai berikut:

“Merek adalah tanda yang dapat ditampilkan secara grafis
berupa gambar, logo, nama, kata, huruf, angka, susunan warna,
dalam bentuk 2 (dua) dimensi dan/atau 3 (tiga) dimensi, suara,
hologram, atau kombinasi dari 2 (dua) atau lebih unsur tersebut
untuk membedakan barang dan/atau jasa yang diproduksi oleh
orang atau badan hukum dalam kegiatan perdagangan barang
dan/atau jasa.”

Dari pendapat-pendapat tersebut, secara umum dapat disimpulkan
bahwa yang dimaksud dengan merek adalah suatu tanda untuk membedakan
barang atau jasa sejenis dengan barang atau jasa sejenis pihak lain, yang
memiliki daya pembeda sehingga dapat menjamin atas mutunya dan
digunakan dalam kegiatan perdagangan barang atau jasa.

Berdasarkan UU Merek dan Indikasi Geografis, merek dibagi menjadi
dua jenis, yaitu merek dagang dan merek jasa. Merek dagang menurut Pasal
1 Ayat (2) UU Merek dan Indikasi Geografis yang digunakan pada barang
yang diperdagangkan oleh seseorang atau beberapa orang secara bersama-
sama atau badan hukum untuk membedakan dengan barang sejenis lainnya.
Sedangkan merek jasa menurut Pasal 1 Ayat (3) UU Merek dan Indikasi
Geografis adalah merek yang digunakan pada jasa yang diperdagangkan oleh
seseorang atau beberapa orang secara bersama-sama atau badan hukum
untuk membedakan dengan jasa sejenis lainnya. Dalam merek terdapat pula
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merek kolektif yang menurut Pasal 1 Ayat (4) Merek dan Indikasi Geografis
adalah merek yang digunakan pada barang dan/atau jasa dengan karakteristik
yang sama mengenai sifat, ciri umum, dan mutu barang atau jasa serta
pengawasannya yang akan diperdagangkan oleh beberapa orang atau badan
hukum secara bersama-sama untuk membedakan dengan barang dan/atau
jasa sejenis lainnya.

2.2 Konsep Gugatan
Gugatan merupakan suatu perkara yang mengandung sengketa atau

konflik antara pihak-pihak yang menuntut pemutusan dan penyelesaian
pengadilan.19 Menurut Sudikno Mertokusumo gugatan adalah tuntutan hak
yaitu tindakan yang bertujuan memberikan perlindungan yang diberikan oleh
pengadilan untuk mencegah perbuatan main hakim sendiri (eigenrichting).20

Sementara itu, menurut Darwin Prinst yang dikutip oleh Lilik Mulyadi
menyebutkan bahwa gugatan adalah suatu permohonan yang disampaikan
kepada ketua Pengadilan Negeri yang berwenang, mengenai suatu tuntutan
terhadap pihak lainnya, dan harus diperiksa menurut tata cara tertentu oleh
pengadilan, serta kemudian diambil putusan terhadap gugatan tersebut.21

Gugatan menurut M. Yahya Harahap dibedakan atas gugatan voluntair
(permohonan) dan gugatan kontentiosa (sengketa). Gugatan Voluntair atau
biasa disebut permohonan adalah permasalahan perdata yang diajukan dalam
bentuk permohonan yang ditandatangani Pemohon atau kuasanya yang
ditujukan kepada Ketua Pengadilan. Ciri khas dari gugatan voluntair adalah
:22

1. Permasalahan yang diajukan bersifat kepentingan sepihak semata
Pemohon (for the benefit of one party only);

2. Permohonan yang diajukan tanpa sengketa dengan pihak lain (without
disputes or differences with another party); dan

3. Satu pihak, tidak ada orang lain atau pihak ketiga yang ditarik sebagai
lawan tetapi bersifat ex-parte (sepihak).

19 Cik Hasan Bisri, Peradilan Agama di Indonesia, Raya Grafindo Persada, Jakarta,
1998, h. 229

20 Sudikno Mertokusumo, Hukum Acara Perdata Indonesia, Liberty, Yogyakarta,
2002, h. 52

21 Mulyadi, Tuntutan Provisionil Dalam Hukum Acara Perdata, Djambatan, Jakarta,
1996, h.15-16

22 M.Yahya Harahap, Hukum Acara Perdata, Sinar Grafika, Jakarta, 2008, h. 108.
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Gugatan Kontentiosa atau biasa disebut gugatan adalah tuntutan
perdata tentang hak yang mengandung sengketa dengan pihak lain. Gugatan
memiliki ciri khas :

a. Permasalahan hukum yang diajukan mengandung sengketa (disputes);
b. Pihak yang mengajukan gugatan disebut Penggugat;
c. Pihak yang ditarik sebagai pihak lawan atau pihak yang digugat

disebut Tergugat;
Gugatan dapat diajukan baik secara tertulis maupun secara lisan.23

Dasar hukum mengenai gugatan diatur dalam Pasal 118 ayat (1) Herziene
Inlandsch Reglement (HIR) dan Pasal 142 Rectstreglement voor de
Buitengewesten (Rbg) untuk gugatan tertulis. Di samping itu, persoalan
gugatan diatur juga dalam Pasal 120 HIR jo. Pasal 144 Rbg untuk gugatan
lisan. Suatu gugatan perdata lazimnya diajukan secara tetulis dan ditunjukan
kepada ketua pengadilan yang berwenang. Namun karena HIR dan RBg
tidak mengatur kewajiban bagi seseorang yang berperkara untuk menunjuk
wakil/kuasa, maka bagi pencari keadailan yang tidak dapat menulis dapat
mengajukan gugatan secara lisan. Gugatan secara lisan diajukan langsung
kepada Ketua Pengadilan negeri, kemudian oleh Ketua Pengadilan negeri
atau pejabat yang ditunjuk olehnya mencatat permohonan tersebut.24

Walaupun dalam HIR maupun Rbg tidak tercantum apa yang harus
dimuat dalam surat gugatan, tetapi Rv memberi petunjuk unsur-unsur apa
saja yang ahrus ada dalam surat gugatan. Suatu gugata harus ditujukan
kepada Ketua Pengadilan Negeri yang berwenang dengan dibubuhi tanda
tangan Penggugat atau kuasanya, dimana surat gugatan tersebut harus
memuat unsur-unsur sebagai berikut :25

1. Identitas para pihak yang bersengketa, Penggugat / Para Penggugat dan
Tergugat / Para Tergugat yang tepat/benar, yaitu:
a. Nama
b. Kualitas dalam perkara yang bersangkutan (materiil, formal)
c. Alamat, harus disebutkan secara tepat

2. Alasan-alasan dan dasar hukum terjadinya gugatan atau fundatum
petendi/posita. Berisi fakta-fakta dan hubungan hukum yang menjadi
alasan timbulnya gugatan.

3. Petitum yaitu apa yang diingin/diminta dengan gugatan.

23 Sudikno Mertokusumo, Op. Cit., h. 40.
24 Ismet Baswedan, Hukum Acara Perdata Peradilan Umum, Cet.1, Airlangga

University Press, Surabaya, 2004, h. 13.
25 Ibid., h. 13-14.
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Dalam gugatan terdapat alasan-alasan tidak diterimanya gugatan (Niet
Onvankelij Verklanard). Adapun alasan-alasan Pengadilan mengambil
keputusan menyatakan suatu gugatan tidak dapat diterima (Niet Onvankelij
Verklanard) adalah sebagai berikut26:
a.Gugatan tidak berdasarkan hukum

Gugatan yang dibuat oleh penggugat adalah tidak berdasarkan pada
hukum. Hal ini biasanya terjadi pada legal standing gugatan, atau
gugatan tersebut tidak ditanda tangani atau cap jempol dan dilegalisasi
oleh pejabat yang berwenang. Penyebab lain adalah masalah yang
dipersengketakan adalah sudah terjadi sangat lampau dan sudah
terselesaikan (kadaluwarsa), atau masalah itu belum terjadi tapi
dipersengketakan (Premature).

b. Gugatan error in persona
Gugatan yang salah orang atau terjadi kesalahan dalam menyebut para
pihak bisa menyebabkan gugatan tidak diterima. Hal-hal yang
menyebabkan error in persona diantaranya adalah:
1. Kesalahan penggugat dalam menuliskan identitas para pihak

seperti nama lengkap dan alamat tempat tinggal para pihak.
2. Kesalahan penggugat dalam menyeret pihak lain seperti kurangnya

menyebut para pihak dalam masalah waris.
c. Gugatan obscuur libel

Gugatan yang tidak jelas atau tidak terang (Obscuur Libel) berakibat
tidak diterimanya gugatan. Kekaburan suatu gugatan atau ketidak
jelasan suatu gugatan dapat ditentukan berdasarkan hal-hal sebagai
berikut :
1. Posita (Fundamentum Petendi) tidak menjelaskan dasar hukum

(Rechtgrond) dan kejadian yang mendasari gugatan atau ada dasar
hukum tetapi tidak menjelaskan fakta kejadian atau sebaliknya.

2. Tidak jelas objek yang disengketakan, seperti tidak menyebut letak
lokasi, tidak jelas batas, ukuran dan luasannya dan atau tidak
ditemukan objek sengketa.

3. Penggabungan dua atau beberapa gugatan yang masing-masing
berdiri sendiri.

4. Terdapat saling pertentangan antara posita dengan petitum.
5. Petitum tidak terinci, tapi hanya berupa kompositur atau ex aequo

et bono.
d. Gugatan tidak sesuai kompetensi absolut dan relatif

26 Yahya Harahap, Op.Cit., h. 811
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Penggugat mengajukan gugatan kepada pengadilan yang salah dan tidak
sesuai dengan kompetensi absolut dan relatif, hal ini diatur dalam Pasal
118 HIR.

e. Gugatan nebis in idem
Gugatan yang diajukan adalah sama dengan gugatan sebelumnya dan
perkaranya itu sudah diputus. Maka gugatan tersebut tidak dapat
diajukan kembali. Dan pengadilan wajib menolak atau menganggap
gugatan tidak dapat diterima.

Gugatan diajukan ke Pengadilan Negeri. Pada umumnya wewenang
atau kompetensi badan peradilan dibedakan menjadi dua, yaitu :27

1. Wewenang atau kompetensi mutlak / absolut
2. Wewenang atau kompetensi nisbi / relatif
Wewenang atau kompetensi mutlak/absolut adalah wewenang

mengadili di antara badan peradilan yang berbeda, misalnya antara
Pengadilan Negeri dengan Pengadilan Agama. Sedangkan wewenang atau
kompetensi nisbi/relatif adalah wewenang mengadili di antara badan
peradilan yang sejenis, misalnya natara Pengadilan Negeri Surabaya dengan
Pengadilan Negeri Malang. Mengetahui dan memahami wewenang atau
kompetensi badan peradilan, baik kompetensio absolut maupun kompetensi
relatif, erat kaitannya dalam menentukan ke Pengadilan mana surat gugatan
diajukan.

2.3 Konsep Putusan Dalam Hukum Acara Perdata
Setelah tahap pembuktian selesai, hakim akan menutup acara

pemeriksaan dan hakim menunda persidangan untuk menyiapkan putusan.
Suatu putusan pengadilan dimaksudkan untuk menyelesaikan atau
mengakhiri suatu perkara untuk satu tingkat pengadilan tertentu. 28

Menurut Soeparmono, putusan hakim adalah pernyataan hakim
sebagai pejabat negara yang melaksanakan tugas kekuasaan kehakiman yang
diberikan wewenang untuk itu yang diucapkan dipersidangan dan bertujuan
untuk menyelesaikan suatu perkara.29

Menurut Sudikno Mertokusumo, putusan hakim adalah suatu
pernyataan yang oleh hakim, sebagai pejabat Negara yang diberi wewenang
untuk itu, diucapkan di persidangan dan bertujuan untuk mengakhiri atau
menyelesaikan suatu perkara atau sengketa antara para pihak. Bukan hanya

27 Ismet Baswedan, Op. Cit, h. 10.
28 Ismet Baswedan, Op.Cit., h. 43.
29 Soeparmono, Hukum Acara Perdata Dan Yurisprudensi, Mandar Maju, Bandung,

2005, h.146.
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yang diucapkan saja yang disebut putusan, melainkan juga pernyataan yang
dituangkan dalam bentuk tertulis dan kemudian diucapkan oleh hakim
dipersidangan. Sebuah konsep putusan (tertulis) tidak mempunyai kekuatan
sebagai putusan sebelum diucapkan di persidangan oleh hakim. Putusan
yang diucapkan di perseidangan (uitspraak) tidak boleh berbeda dengan
yang tertulis (vonis).30

Di dalam HIR, tidak ada ketentuan yang mengatur tentang bagaimana
putusan hakim harus dibuat. Hanyalah tentang apa yang harus dimuat di
dalam putusan diatur dalam Pasal 183, 184, 187 HIR (ps. 194, 195, 198
Rbg), 4 ayat 1, 23 UU 14/1970, 27 RO, 61 Rv. Suatu putusan hakim terdiri
dari 4 bagian, yaitu : 1. kepala putusan, 2. identitas para pihak, 3.
pertimbangan hakim dan 4. amar.31

Kepala putusan berada pada bagian atas putusan yang berbunyi :
“Demi Keadilan berdasarkan ke-Tuhanan Yang Maha Esa”. Kepala putusan
ini memberi kekuatan eksekutorial pada putusan. Oleh karena itu putusan
hakim dapat dilaksanakan. Apabila suatu putusan tidak mencantumkan
kepala putusan maka hakim tidak dapat melaksanakan putusan tersebut dan
putusan tersebut tentu menjadi tidak ada artinya.

Selanjutnya putusan memuat identitas para pihak, yaitu identitas
Penggugat dan Tergugat. Identitas para pihak tersebut dibuat dalam putusan
agar dapat diketahui siapa saja yang berperkara serta dapat diketahui pula
siapakah pihak yang harus melaksanakan putusan pengadilan. Pada
umumnya identitas para pihak memuat nama, alamat, umur (apabila
pihaknya perorangan), perwakilan (apabila pihaknya non-perorangan), serta
kuasanya (apabila menggunakan kuasa). Namun tidak terbatas pada hal
tersebut, sebab dimungkinkan identitas para pihak juga memuat identitas
wali atau pengampu dalam hal para pihak dianggap tidak cakap.

Bagian ketiga adalah pertimbangan. Pertimbangan atau sering disebut
juga considerans merupakan dasar putusan. Pertimbangan dalam putusan
perdata dibagi 2, yaitu pertimbangan tentang duduknya perkara atau
peristiwanya dan pertimbangan tentang hukumnya. Dalam proses perdata
terdapat pembagian tugas yang tetap antara para pihak dan hakim : para
pihak harus mengemukakan peristiwanya sedangkan soal hukum adalah
urusan hakim. Pasal 184 HIR (ps. 195 Rbg) dan Pasal 23 UU 14/1970
mengharuskan setiap putusan memuat ringkasan yang jelas dari tuntutan dan
jawaban, alasan dan dasar daripada putusan, pasal-pasal serta hukum tidak

30 Sudikno Mertokusumo, Op.Cit., h. 175.
31 Ibid., h. 184.
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tertulis, pokok perkara, biaya perkara, serta hadir tidaknya para pihak, pada
waktu putusan diucapkan oleh hakim.32 Gugatan dan jawaban pun harus
dimuat dalam putusan. Walaupun Pasal 184 HIR (ps. 195 Rbg) mengatur
bahwa gugatan dan jawaban cukup dimuat secara ringkas saja namun pada
praktiknya sering terjadi seluruh gugatan dimuat dalam putusan.

Mengingat bahwa dalam pertimbangan memuat alasan sebagai dasar
putusan maka hal ini membuat putusan mempunyai nilai obyektif dam
sekaligus menjadi tolak ukur obyektifitas dan bobot putusan pengadilan.
Apabila putusan hakim kurang memberikan alasan-alasan dan pertimbangan
maka hal tersebut dapat dijadikan alasan oleh para pihak untuk mengajukan
permohonan kasasi.

Bagian terakhir dalam suatu putusan adalah amar. Yang merupakan
jawaban terhadap petitum daripada gugatan adalah amar atau dictum. Ini
berarti bahwa dictum merupakan tanggapan terhadap petitum.33 Sehingga
dapat dikatakan bahwa di dalam amar dapat diketahui apa yang diputuskan
oleh hakim terhadap gugatan yang diajukan Penggugat. Di dalam amar
semua hal yang termuat dalam petitum harus diadili, tetapi hakim tidak
diperkenankan memberikan putusan melebihi apa yang termuat dalam
petitum sebagaimana diatur dalam Pasal 178 ayat (3) HIR atau Pasal 189
ayat (3) Rbg.

Amar (dictum) dibagi menjadi apa yang disebut declaratif dan apa
yang disebut dispositif. Bagian yang disebut declaratif merupakan penetapan
daripada hubungan hukum yang menjadi sengketa. Sedangkan bagian yang
disebut dispositif ialah yang memberi hukum atau hukumannya : yang
mengabulkan aatu menolak gugatan.34 Selain itu setiap putusan hakim harus
diucapkan dalam sidang yang dinyatakan terbuka untuk umum. Syarat ini
adalah salah satu syarat sahnya putusan. Walaupun dalam beberapa hal
dimungkinkan sidang pengadilan dapat berlangsung dalam pintu tertutup,
namun pada saat putusan akan dijatuhkan harus diucapkan dalam sidang
yang terbuka untuk umum.

Di dalam putusan pengadilan juga seringkali memuat keterangan
tentang hadir atau tidaknya pada pihak pada saat putusan diucapkan. Hal ini
berkaitan dengan kelanjutan perkara. Bagi pihak yang hadir maka dengan
kehadirannya dianggap bahwa dia telah memperoleh pemberitahuan resmi
tentang putusan pengadilan. Sedangkan bagi pihak yang tidak hadir maka

32 Ibid., h. 185.
33 Ibid., h. 187.
34 Ibid., h. 188.
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diperlukan pemberitahuan tentang putusan tersebut secara sah. Serta hal ini
berkaitan dengan perhitungan tenggang waktu penggunaan upaya hukum.

Pada akhir putusan, hakim atau majelis hakim dan panitera harus
menandatangani putusan pengadilan. Selain itu pada akhir putusan juga
dicantumkan besarnya biaya perkara yang harus dibayarkan dan biaya
tersebut dibebankan kepada pihak yang kalah.
Jenis-Jenis Putusan

Dalam Pasal 185 ayat (1) HIR (Ps. 196 ayat 1 Rbg) membedakan
antara putusan akhir dan putusan yang bukan putusan akhir.35 Putusan yang
bukan putusan akhir sering disebut juga dengan istilah putusan sela atau
putusan antara, namun istilah yang lazim digunakan adalah putusan sela,
yang mempunyai fungsi untuk memperlancar pemeriksaan.

Putusan sela adalah putusan yang dijatuhkan sebelum putusan akhir
yang diadakan dengan tujuan untuk memungkinkan atau mempermudah
kelanjutan pemeriksaan perkara.36 Didalam persidangan putusan sela
diucapkan secara terpisah sebelum dijatuhkannya putusan akhir, namun
putusan sela tidak dibuat dengan putusan tersendiri, melainkan hanya ditulis
dalam berita acara persidangan. Sehingga jika pihak yang berperkara
menginginkan putusan sela maka hakim hanya dapat memberikan salinan
otentik dari berita acara tersebut dengan membayar biayanya.37

Putusan sela dapat dibedakan menjadi beberapa macam. Dalam Pasal
48 Rv, putusan sela dibedakan menjadi :
1. Putusan praeparatoir

Dalam HIR dijelaskan bahwa putusan preparatoir adalah keputusan
persiapan mengenai jalannya pemeriskaan untuk melancarkan segala
sesuatu guna mengadakan keputusan terakhir, misalnya keputusan
hakim untuk menolak pengunduran pemeriksaan saksi. Menurut
Sudikno Mertokusumo, putusan praeparatoir adalah putusan sebagai
persiapan putusan akhir, tanpa mempunyai pengaruhnya atas pokok
perkara atau putusan akhir. Sebagai contoh putusan praeparatoir dalah
putusan untuk menggabungkan dua perkara atau untuk menolak
diundurkannya pemeriksaan saksi.38

2. Putusan interlocutoir

35 Ibid., h.193.
36 Moh. Taufiq Makaro, Pokok-Pokok Hukum Acara Perdata, Cet.1, Rineka Cipta,

Jakarta, 2010, h. 129
37 Abdul Kadir Muhammad, Hukum Acara Perdata Indonesia, Cet.V, Citra Aditya

Bakti, Bandung, 1992, h. 165.
38 Sudikno Mertokusumo, Op.Cit., h. 194.
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Dalam HIR dijelaskan bahwa putusan interlocutoir adalah keputusan
hakim dengan mana sebelum dijatuhkan keputusan, diperintahkan
mengadakan pemeriksaan dahulu yang dapat mempengaruhi bunyinya
putusan terakhir, seperti misalnya tentang mendengar saksi, mengambil
sumpah, pemeriksaan buku, pemeriksaan ahli, dan lain-lain. Menurut
Sudikno Mertokusumo, putusan interlocutoir adalah putusan yang
isinya memerintahkan pembuktian, misalnya pemeriksaan untuk
pemeriksaan saksi atau pemeriksaan setempat.39

Putusan praeparatoir ini tidak mempengaruhi putusan akhir,
sedangkan putusan interlocutoir dapat mempengarhui putusan akhir. Selain
itu terdapat perbedaan dalam pengaduan banding dan kasasi. Terhadap
putusan praeparatoir, banding baru dapat diajukan sekalian dengan banding
atas putusan akir, sedangkan banding terhadap putusan interlocutoir dapat
segera diajukan, kecuali jika hakim menentukan lain.

Selain dikenal 2 (dua) macam putusan sela tersebut di atas, Rv juga
masih mengenal 2 (dua) macam putusan lainnya yang bukan putusan akhir,
yaitu :

1. Putusan insidentil
Dalam HIR dijelaskan bahwa putusan insidentil adalah putusan
atas sesuai perselisihan yang tidak begitu berhubungan dengan
pokok perkaranya, seperti misalnya keputusan atas tuntutan supaya
lawan di dalam perkara mengadakan jaminan terdahulu, yang
dinamakan “cautie”, begitupun putusan yang membolehkan
seseorang ikut serta di dalam perkara (voeging, tusschenkomst,
vrijwaring). Menurut Sudikno Mertokusumo, putusan insidentil
adalah putusan yang berhubungan denga incident, yaitu peristiwa
yang menghentikan prosedur peradilan biasa. Putusan insidentil
belum berhubungan dengan pokok perkara, seperti misalnya
putusan yang membolehkan seseorang ikut kerja dalam perkara.40

2. Putusan provisional
Dalam HIR dijelaskan bahwa putusan provisional adalah putusan
atas tuntutan supaya dalam hubungan pokok perkaranya dan
menjelang pemeriksaan pokok perkara itu, sementara diadakan
tindakan-tindakan pendahuluan untuk kefaedahan salah satu pihak
atau kedua belah pihak. Putusan yang demikian banyak digunakan
di dalam pemeriksaan singkat. Menurut Sudikno Mertokusumo,

39 Ibid.
40 Ibid.
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putusan provisional adalah putusan yang menjawab tuntutan
provisional, yaitu permintaan pihak yang bersangkutan agar
sementara diadakan tindakan pendahuluan guna kepentingan salah
satu pihak, sebelum putusan akhir dijatuhkan.41

Putusan akhir adalah putusan yang mengakhiri suatu sengketa atau
perkara dalam suatu tingkatan peradilan tertentu.42 Berdasarkan sifatnya,
putusan akhir dapat dibedakan menjadi sebagai berikut :
1. Putusan declaratoir

Putusan declaratoir adalah putusan yang hanya menegaskan sesuatu
keadaan hukum semata-mara, misalnya tentang anak yang sah, tentang
hak milik atas suatu benda dan lain sebagainya. Pada intinya, putusan
declaratoir mempunyai sifat menerangkan atau menyatakan.

2. Putusan constitutief
Putusan constitutief adalah putusan yang meniadakan sesuatu keadaan
hukum atau yang menimbulkan sesuatu keadaan hukum baru,
diantaranya putusan-putusan yang memutuskan perkawainan,
pernyataan jatuh pailit dan lain sebagainya. Pada intinya putusan
constitutief memiliki sifat menciptakan.

3. Putusan condemnatoir
Putusan condemnatoir adalah putusan yang menetapkan bagaimana
hubungannya sesuatu keadaan hukum (duduknya hubungan hukum)
disertai dengan penetapan hukuman terhadap salah satu pihak. Pada
intinya putusan condemnatoir memiliki sifat menghukum.

Pada hakekatnya semua putusan baik yang condemnatoir maupun
yang constitutief bersifat declaratoir. Pada putusan constitutief keadaan
hukum yang baru dimulai pada saat putusan itu memperoleh kekuatan
hukum yang pasti, sedangkan putusan condemnatoir dapat dilaksanakan
sebelum mempunyai kekuatan hukum yang pasti. Lain daripada itu hanyalah
putusan condemnatoir yang dapat dilaksanakan secara paksa.43 Sebab sudah
mempunyai akibat hukum tanpa bantuan pihak yang kalah untuk
melaksanakannya.

Tidak semua putusan hakim dapat dilaksanakan dalam arti kata yang
sebenarnya, yaitu secara paksa oleh pengadilan. Hanya putusan condemtoir
sajalah yang dapat dilaksanakan. Putusan declaratoir dan constitutive
tidaklah memerlukan sarana sarana pemaksa untuk melaksanakannya.

41 Ibid.
42 Ibid., h. 192.
43 Ibid., h. 193-194.
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Karena tidak dimuat adanya hak atas suatu prestasi, maka terjadinya akibat
hukum tidak tergantung pada bantuan atau kesediaan dari pihak yang
dikalahkan, maka oleh karena itu tidak diperlukan sarana sarana pemaksa
untuk menjalankannya. Suatu putudan hakim yang telah memperoleh
kekuatan hukum yang pasti dapat dilaksanakan secara sukarela oleh yang
bersangkutan, yaitu oleh pihak yang dikalahkan. Apabila suatu perkara telah
diputus dan telah memperoleh kekuatan hukum yang pasti, maka pihak yang
dikalahkan secara sukarela dapat melaksanakan putusan tersebut, dengan
demikian maka selesailah perkaranya tanpa mendapat bantuan dari
pengadilan dalam melaksanakan putusan tersebut.

Akan tetapi mungkin, bahkan sering terjadi bahwa pihak yang
dikalahkan tidak mau melaksanakan putusan hakim secara sukarela sehingga
diperlukan bantuan dari pengadilan untuk melaksanakan putusan tersebut
secara paksa. Pihak yang dimenangkan dalam putusan dapat mohon
pelaksanaan putusan (eksekusi) kepada pengadilan yang akan melaksanakan
secara paksa (execution force). Pelaksanaan putusan hakim atau eksekusi
pada hakikatnya tidak lain adalah realisasi daripada kewajiban pihak yang
bersangkutan untuk memenuhi prestasi yang tercantum dalam putusan
tersebut.

Dalam Pasal 185 HIR diuraikan pula jenis putusan contradictoir dan
putusan verstek. Putusan contradictoir adalah putusan di dalam perkara
dimana tidak saja yang digugat mengadakan perlawanan, melainkan juga
jikalau yang digugat itu segera menerima tuntutan penggugat. Sedangkan
putusan verstek adalah keputusan dimana yang digugat meskipun dipanggil
sebagaimana mestinya, tidak datang menghadap atau tidak menyuruh orang
lain menghadap untuknya sebagai kuasa.
Kekuatan Putusan

Dalam pasal 180 H.I.R dan Pasal 191 R.Bg menyebutkan adanya
suatu putusan hakim yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap, maka
dari sini terdapat pula putusan hakim yang belum mempunyai hukum tetap.
Putusan yang belum mempunyai kekuatan hukum tetap adalah putusan yang
menurut ketentuan undang-undang masih terbuka kesempatan untuk
menggunakan upaya melawan putusan tersebut. Sedangkan putusan hukum
tetap adalah putusan yang menurut ketentuan undang-undang tidak ada
kesempatan untuk menggunakan upaya hukum biasa, jadi putusan tersebut
tidak dapat lagi diganggu gugat.44

44 Abdul Kadir Muhammad, Hukum Perikatan, Alumni, Bandung, 1982, h. 174-175.
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Putusan yang telah mempunyai kekuatan hukum yang tetap di dalam
perkara perdata mempunyai 3 (tiga) macam kekuatan, yaitu :45

1. Kekuatan pembuktian mengikat, yakni putusan hakim itu sebagai
dokumen yang merupakan suatu akta otentik menurut pengertian
undang-undang, sehingga tidak hanya mempunyai kekuatan pembuktian
mengikat antara para pihak yang berperkara, tetapi pembuktian bahwa
telah ada suatu perkara antara pihak-pihak yang disebutkan dalam
putusan itu.

2. Kekuatan eksekutorial, yaitu kekuatan untuk dapat dipaksakan dengan
bantuan para aparat keamanan terhadap pihak yang tidak menaatinya
dengan sukarela.

3. Kekuatan mengajukan eksepsi (tangkisan) yaitu kekuatan untuk
menangkis suatu gugatan baru mengenai hal yang sudah pernah diputus
atau mengenai hal yang sama berdasarkan asas ne bis in idem.

Upaya Hukum
Suatu putusan hakim itu tidak luput dari kekeliruan atau kekhilafan,

bahkan tidak mustahil bersifat memihak. Maka oleh karena itu demi
kebenaran dan keadilan setiap putusan hakim perlu dimungkinkan untuk
diperiksa ulang, agar kekeliruan atau kekhilafan yang terjadi pada putusan
dapat diperbaiki.46 Selain itu dimungkinkan pula setelah hakim memberikan
putusan, terdapat salah satu pihak yang merasa tidak puas atas putusan
tersebut. Tidak mustahi bahwa salah satu pihak akan dirugikan oleh putusan
hakim karena putusannya tidak tepat disebabkan misalnya hakim yang
bersangkutan kurang teliti memeriksanya.

Upaya hukum adalah upaya atau alat untuk mencegah atau
memperbaiki kekeliruan dalam suatu putusan.47 Upaya hukum adalah upaya
yang diberikan oleh Undang-Undang kepada seseorang atau Badan Hukum
untuk dalam hal tertentu melawan putusan hakim.48

Upaya hukum dapat dibagi menjadi 2 (dua) yaitu upaya hukum biasa
dan upaya hukum luar biasa. Upaya hukum biasa pada asasnya terbuka
untuk setiap putusan selama tenggang waktu yang ditentukan oleh Undang-
Undang dan upaya ini bersifat menghentikan pelaksanaan putusan untuk

45 M. Yahya Harahap, Op.Cit., h. 131-132.
46 Ibid., h. 194.
47 Ibid.
48 Retno Sutantio dan Iskandar Oeripkartawinata, Hukum Acara Perdata dalam Teori

dan Praktek, Mandar Madji, Bandung, 2009, h. 142
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sementara.49 Wewenang untuk menggunakan upaya hukum akan hapus
dengan menerima putusan. Upaya hukum biasa antara lain :
1. Perlawanan

Perlawanan merupakan upaya hukum terhadap putusan yang dijatuhkan
di luar hadirnya Tergugat (Ps. 125 ayat 3 jo 129 HIR, 149 ayat 3 jo 153
Rbg). Pada asasnya perlawanan ini disediakan bagi pihak Tergugat yang
(pada umumnya) dikalahkan. Bagi penggungat yang dengan putusan
verstek dikalahkan tersedia upaya hukum banding (Ps. 8 ayat 1 UU
20/1947, 200 Rbg).50

2. Banding
Upaya hukum banding merupakan suatu upaya hukum yang diajukan
oleh para pihak yang tidak puas atas putusan yang dijatuhkan oleh
hakim atas perkara yang diperiksa.51 Namun tidak semua pihak dapat
mengajukan banding. Pihak yang dapat mengajukan permohonan
banding adalah pihak yang bersangkutan. Selain itu banding juga tidak
selayaknya disediakan bagi pihak yang dimenangkan sebab banding
hanya diperuntukan bagi pihak yang dikalahkan atau merasa dirugikan.
Peradilan tingkat banding dilakukan oleh Pengadilan Tinggi yang
merupakan peradilan "ulangan" atau "revisi" dari putusan Pengadilan
Negeri. Konkretnya, sebagai peradilan ulangan maka pengadilan tinggi
memeriksa kembali perkara perdata dalam keseluruhan baik mengenai
faktanya maupun penerapan hukumnya sehingga dengan demikian
peradilan tingkat banding lazim disebut juga dengan istilah "peradilan
tingkat kedua" atau judex facti. 52

Pengajuan permohonan banding diberikan tenggat waktu, yaitu 14
(empat belas) hari setelah dibacakan oleh hakim jika hadir dalam
persidangan atau setelah diberitahukan (termasuk hari libur dan
minggu) sejak para pihak mengetahui putusan pengadilan negeri.
Permohonan banding harus diajukan kepada panitera Pengadilan Negeri
yang menjatuhkan putusan kepada pihak yang bersangkutan.
Secara garis besar, isi putusan banding adalah : (1) menguatkan putusan
Pengadilan Negeri, (2) memperbaiki putusan pengadilan negeri, atau (3)
membatalkan putusan pengadilan negeri dan mengadili sendiri,
termasuk pula putusan-putusan yang didalamnya itu menyatakan bahwa

49 Lilik Mulyadi, Hukum Acara Perdata, Cet.3, Djambatan, Jakarta, 2005, h. 223.
50 Sudikno Mertokusumo, Op.Cit., h. 196.
51 Sophar Maru Hutagalung, Praktek Peradilan Perdata, Teknis Menangani Perkara

di Pengadilan, Cet.1, Sinar Grafika, Jakarta, 2002, h. 99.
52 Lilik Mulyadi, Op.Cit., h. 226.
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Pengadilan Negeri tidak berwenang mengadili atau memerintahkan
Pengadilan Negeri yang berwenang untuk memeriksa dan memutus
(mengadili) perkara yang bersangkutan.53

3. Prorogasi
Yang dimaksud dengan prorograsi ialah mengajukan suatu sengketa
berdasarkan suatu persetujuan kedua belah pihak kepada hakim yang
sesungguhnya tidak berwenang memeriksa sengketa tersebut, yaitu
kepada hakim dalam tingkat peradilan yang lebih tinggi. Jadi kalau
seharusnya diajukan ke pengadilan peradilan tingkat pertama, yaitu
Pengadilan Negeri, maka dalam hal prorograsi perkara atau sengketa itu
dengan persetujuan kedua belah pihak yang bersengketa diajukan ke
Pengadilan Tinggi atau pengadilan dalam peradilan tingkat banding.54

Sifat Prorograsi memang agak mirip dengan suatu penunjukkan perkara
kepada pemeriksaan wasit atau badan Arbitrase. Sama halnya dengan
perwasitan atau Arbitrasi, harus didahului oleh suatu persetujuan antara
kedua belah pihak yang bersengketa, yaitu untuk langsung berperkara di
muka pengadilan tingkat banding. Persetujuan ini mirp dengan
perdamaian atau komprompi.55

Bentuk upaya hukum Prorograsi sendiri tidak lazim didengar dalam
hukum acara perdata. Kemungkinan upaya hukum tersebut jarang
digunakan oleh para pihak maupun praktisi hukum. Selain itu, upaya
hukum ini pun tidak banyak yang membahasnya, hanya terdapat dalam
buku yang ditulis R. Subekti dan Sudikno Mertokusumo.

4. Kasasi
Kasasi adalah pembatalan putusan atas penetapan pengadilan-
pengadilan dari semua lingkungan peradilan dalam tingkat peradilan
terakhir sebagaimana diatur dalam Pasal 29 dan 30 Undang-Undang
Nomor 14 Tahun 1985 jo Pasal 28 Undang-Undang Nomor 5 Tahun
2004. Tugas pengadilan kasasi adalah menguji (meneliti) putusan-
putusan pengadilan-pengadilan bawahan tentang sudah tepat atau
tidaknya penerapan hukum yang dilakukan terhadap kasus yang
bersangkutan yang duduk perkaranya telah ditetapkan oleh pengadilan-
pengadilan bawahan tersebut.56

53 R. Soeparmono, Hukum Acara Perdata dan Yurisprudensi, Cet.1, Mandar Maju,
Bandung, 2000, h. 78.

54 Sudikno Mertokusumo, Op.Cit., h. 200.
55 R. Subekti, Hukum Acara Perdata, Badan Pembinaan Hukum Nasional Dep

Kehakiman, Binacipta, Jakarta, h. 158.
56 Ibid., h.160.
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Dalam Pasal 10 ayat (3) Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1970
tentang Kekuasaan Kehakiman (selanjutnya disebut UU Mahkamah
Agung) diatur bahwa terhadap putusan yang dijatuhkan oleh pengadilan
selain Mahkamah Agung, kasasi dapat diminta kepada Mahkamah
Agung. Dalam Pasal 28 ayat (1) UU Mahkamah Agung diatur bahwa
Mahkamah Agung bertugas dan berwenang memeriksa dan memutus :

a. Permohonan kasasi
b. Sengketa tentang kewenangan mengadili
c. Permohonan peninjauan kembali putusan Pengadilan yang

telah memperoleh kekuatan hukum tetap.
Alasan-alasan yang dapat digunakan untuk mengajukan permohonan
kasasi diatur dalam Pasal 30 UU Mahkamah Agung yang mengatur
bahwa Mahkamah Agung dalam tingkat kasasi membatalan
putusan/penetapan pengadilan dari semua lingkupan peradilan karena :

a. Tidak berwenang atau melampaui wewenang
b. Salah menerapkan atau melanggar hukum yang berlaku
c. Lalai memenuhi syarat-syarat yang diwajibkan oleh peraturan

perundang-undangan yang mengancam kelalaian itu dengan
batalnya putusan yang bersangkutan.

Apabila diperhatikan maka alasan permohonan kasasi tersebut hanya
menyangkut apakah ada atau tidak kesalahan menerapkan hukum pada
putusan-putusan yang dimohonkan kasasi itu. Artinya pemeriksaan
kasasi tidak lagi mengenai faktanya tetapi tentang hukumnya sehingga
tentang terbukti atau tidaknya suatu peristiwa tidak akan diperiksa.
Permohonan kasasi diajukan kepada panitera dari pengadilan yang
menjatuhkan putusan yang dimohonkan. Jangka waktu permohonan
kasasi adalah 14 hari sejak putusan diketahui oleh pemohon. Setelah
dilakukan pemeriksaan kasasi, Mahkamah Agung akan memberikan
putusan yang dapat berupa : (1) Permohonan kasasi tidak diterima, (2)
Permohonan kasasi ditolak, atau (3) Permohonan kasasi diterima atau
dikabulkan.

Selain ada upaya hukum biasa, terdapat pula upaya hukum luar biasa.
Dikatakan upaya hukum luar biasa karena upaya hukum ini ditujukan
terhadap putusan pengadilan yang sudah mempunyai kekuatan hukum tetap
mengingat bahwa suatu putusan pengadilan yang bersifat tetap sudah tidak
tersedia lagi upaya hukum biasa. Upaya hukum luar biasa antara lain:
1. Peninjauan Kembali

Peninjauan Kembali merupakan upaya hukum terhadap putusan yang
dijatuhkan dalam tingkat terakhir dan putusan yang dijatuhkan di luar
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hadir tergugat (verstek) dan tidak lagi terbuka kemungkinan untuk
mengajukan perlawanan.57 Permohonan peninjauan kembali hanya
dapat diajukan berdasarkan alasan-alasan sebagai berikut :58

1. Apabila putusan didasarkan pada suatu kebohongan atau tipu
muslihat pihak lawan yang diketahui setelah perkaranya
diputus bedasarkan pada bukti-bukti yang kemudian oleh
hakim pidana dinyatakan palsu.

2. Apabila setelah perkara diputus ditemukan surat-surat bukti
yang bersifat menentukan yang pada waktu perkara diperiksa
tidak dapat ditemukan.

3. Apabila telah dikabulkan suatu hal yang tidak dituntut atau
lebih dari yang dituntut.

4. Apabila mengenai sesuatu bagian dari tuntutan belum diputus
tanpa dipertimbangkan sebab-sebabnya.

5. Apabila antara pihak-pihak yang sama oleh pengadilan yang
sama atau sama tingkatannya telah diberikan putusan yang
bertentangan satu dengan yang lainnya.

6. Apabila dalam satu putusan terdapat satu kekhilafan hakim
atau suatu kekeliruan yang nyata.

Menurut Soedirjo, alasan nomor 1 dan 2 dapat dikelompokan sebagai
alasan-alasan yang dasarnya diketemukan dalam perbuatan dari salah
satu pihak yang berperkara atau orang ketiga. Sedangkan alasan nomor
3 sampai dengan 6 dapat dikelompokkan sebagai alasan-alasan yang
dasarnya diketemukan dalam kekhilafan atau keleiruan hakim sendiri
dalam melaksanakan hukum acara.59

Dalam Pasal 69 UU Mahkamah Agung diatur mengenai tenggang
waktu pengajukan permohonan peninjauan kembali yaitu 180 hari yang
didasarkan atas alasan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 67, yaitu 180
hari terhitung sejak (a) diketahui kebohongan atau tipu muslihat atau
sejak putusan hakim pidana memperoleh kekuatan hukum tetap dan
telah diberitahukan kepada para pihak yang berperkara, (b) sejak
ditemukan surat-surat bukti yang hari serta tanggal ditemukannya harus
dinyatakan di bawah sumpah dan disahkan oleh pejabat yang
berwenang, (c) sejak putusan memperoleh kekuatan hukum tetap dan
telah diberitahukan kepada para pihak yang berperkara, atau (e) sejak

57 Sudikno Mertokusumo, Op.Cit., h. 206.
58 Moh. Taufiq Makaro, Op.Cit., h. 205-206.
59 Soedirjo, Peninjauan Kembali Dalam Perkara Perdata, Cet. 1, Akademi Pressindo,

Jakarta, 1986, h. 18.
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putusan yang terakhir dan bertentangan itu memperoleh kekuatan
hukum tetap dan telah diberitahukan kepada pihak yang berperkara.

2. Perlawanan Pihak Ketiga (Derdenverzet)
Pada asasnya suatu putusan itu hanyalah mengikat para pihak yang
berperkara dan tidak mengikat pihak ketiga. (Pasal 1917 BW). Akan
tetapi apabila pihak ketiga hak-haknya dirugikan oleh suatu putusan,
maka ia dapat mengajukan perlawanan terhadap putusan tersebut.
Perlawanan ini diajukan kepada hakim yang menjatuhkan putusan yang
dilawan itu dengan menggugat para pihak yang bersangkutan dengan
cara biasa. Pihak ketiga yang hendak mengajukan perlawanan terhadap
suatu putusan tidak cukup hanya mempunyai kepentingan saja, tetapi
harus nyata-nyata telah dirugikan hak-haknya.60

Dalam praktek terdapat 2 (dua) macam perlawanan pihak ketiga yaitu
perlawanan pihak ketiga terhadap sita eksekusi dan terhadap sita
jaminan.61 Permohonan perlawanan pihak ketiga tidak ada batasan
waktu untuk mengajukannya, serta tidak menunda eksekusi atau
pelaksanaan putusan, kecuali ada perintah lain dari ketua pengadilan
negeri.

60 Sudikno Mertokusumo, Op.Cit., h. 208.
61 Moh. Taufiq Makaro, Op.Cit., h. 211.


